Menimbang

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, dalam
rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka
pendek uang milik Daerah yang sementara belum
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas
keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan
publik;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau

manfaat lainnya;
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
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berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Daerah;
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dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan
Uang Daerah pa
Berjangka,;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
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Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan
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tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4783);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17j;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG
DAIEERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

BERISANGKA..



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
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Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Depok.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip
syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah vang ditetapkan dengan Perda.

DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Depok.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara uymum
daerah

Rekening Kas Umum Daerah adalah  rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan gleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.



BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

(1)

(2)

Pasal 2
Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat

menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito

secara otomatis pada rekening di Bank Umum
Pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial
dari/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah.

Pelaksanaan investasi uang daerah pada Bank Umum
dalam Entuk deposito sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat
menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke

rekeiing kas Umuin

SR [EURU P [N
dcidll padda Sddt lpCl I uhdll

@

sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam
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merupakan pendapatan daerah.

Pasal 3

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD] selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan evaluasi
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dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk
menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan
daiain bentuk deposito.

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} BUD, membuat usulan kepada Walikota

mengenai besaran deposito, jangka waktu dan baiik yarng
ditunjuk untuk mengelola deposito.
Apabila usulan disetujui Walikota, maka BUD membuat

at

Surat P
Kas Daerah untuk melakukan transfer ke rekening

deposito atas nama Pemerintah Kota Depok pada bank

yarig ditunjuk.
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Pasal 4

Penerimaan bunga atas penempatan deposito langsung
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{as Umum Daerah Kota
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PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal S5
Dalam hal Pemerintah Kota membutuhkan dana untuk
membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD
dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang
disimpan dalam bentuk deposito.
Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakulkan dengan membuat Surat Pencairan Deposit

o

kepada Bank pengelola, yang berisi perintah ureess

mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan

Daerah Pemerintah Kota Depok.

Bank pengelola melakukan pencairan paling lambat 2

Terhadap Pencairan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bank pengelola tidak diperkenankan

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 6
Bank pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan

kepada BUD terkait tingkat suku bunga,
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(2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan
deposito dan penerimaan bunganya kepada Walikota

setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penempatan
deposito yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap sah dan

dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan atas ketentuan

dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Jumi 2016
! WALIKOTA DEPOK
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/ KH. MOHAMMAD IDRIE

Diundangkan di Depok
pada tanggal ¥ Juni 2016
SERRE.'TA IS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 41~



